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Good pharmacy practice (GPP) merupakan standar kefarmasian yang dilaksanakan oleh apoteker dalam 
melakukan pelayanan kesehatan. Apoteker sebagai pelaksana GPP masih belum dilakukan dengan tepat karena 
lama kehadiran di apotek tidak sesuai dengan aturan.  Tujuan penelitian ini untuk melihat hubungan kehadiran 
apoteker dengan implementasi GPP. Penelitian ini menggunakan rancangan survei cross-sectional. Data 
dikumpulkan pada bulan Februari-April 2019 di Kota Denpasar menggunakan kuesioner dan dianalisis 
menggunakan uji binary logistic. Hasil penelitian menunjukkan kehadiran apoteker memberikan pengaruh yang 
signifikan terhadap implementasi GPP (P<0.05). Kehadiran apoteker di apotek meningkatkan keamanan sistem 
pengadaan obat melalui jalur resmi dan interaksi dengan pasien tanpa melihat status sosial. Perlu perhatian khusus 
untuk meningkatkan pelaporan efek samping obat dan pencatatan medis pasien melalui jadwal praktik yang sesuai 
dengan standar pelayanan kefarmasian 
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Good pharmacy practice (GPP) is a pharmaceutical service standard that has not been implemented well enough 
because the presence of pharmacists still lacks in pharmacies. This study aims to see the relationship between the 
presence of pharmacists and the implementation of GPP. This study uses a cross-sectional survey design. Data 
were collected in February-April 2019 in Denpasar City using a questionnaire and analyzed using a binary logistic 
test. The results showed the presence of pharmacists had a significant influence on the implementation of GPP (P 
<0.05). The presence of pharmacists at the pharmacy increases the safety of the drug procurement system through 
official channels and interactions with patients regardless of social status. Special attention is needed to improve 
reporting of drug side effects and patient medical records through practice schedules that are in line with 
pharmaceutical service standards. 
 
 




Good pharmacy practice (GPP) merupakan standar pelayanan kesehatan yang diberikan oleh 
apoteker dalam melakukan praktek profesi. Hasil penelitian menunjukkan 75,78% praktik farmasi 
dilakukan di apotek dan 24,21% di rumah sakit.1 Tingginya jumlah praktik layanan farmasi di apotek 
akan membuat masyarakat memilih mencari informasi di tempat layanan ini. Orang juga memilih apotek 
sebagai layanan farmasi karena kualitas dalam mengevaluasi keamanan obat-obatan yang baik.2 GPP di 
apotek terdiri dari aspek kesejahteraan pasien, manajemen, kontribusi apoteker dan kerjasama dengan 
dokter.3 Penelitian sebelumnya menyatakan GPP di apotek belum dilakukan dengan benar, seperti 
informasi obat yang tepat (73%) dan kelengkapan obat (31,8%).4,5 Studi sebelumnya di Kota Denpasar 
juga menyebutkan pelaksanaan standar pelayanan kefarmasian di apotek baru terlaksana sebesar 
39.1%.6 
Apoteker merupakan penangung jawab pelaksanaan pelayanan farmasi di apotek. Hasil penelitian 
menunjukkan apoteker yang hadir ≥ 40 jam/perminggu di apotek  sesuai dengan aturan sebesar 42.8%.7 
Hal ini dapat menyebabkan apotek akan dikelola oleh tenaga non-apoteker. Hasil penelitian ini 
dibuktikan 68.4% apotek di Kota Denpasar dimiliki oleh non-apoteker.8 Hasil penelitian di Kota 
Denpasar juga menunjukkan 51.5% apoteker jarang berada di apotek.9 Hal ini menyebabkan GPP tidak 
terlaksana dengan baik di apotek. Penelitian ini berbeda dengan riset sebelumnya, yaitu lebih spesifik 
meneliti GPP melalui  kehadiran apoteker. Urgensi penelitian ini dilakukan mengingat masih kurangnya 
pelaksanaan GPP di apotek Kota Denpasar. Tujuan penelitian ini untuk melihat hubungan kehadiran 
apoteker dengan implementasi GPP di apotek Kota Denpasar. 
 
METODE 
          Penelitian ini menggunakan rancangan survei cross-sectional. Penelitian ini sudah mendapatkan 
ijin ethical clearance dengan nomor No.001.09/IIK BALI/EC/XII/2018. Peneliti dalam penelitian ini 
memberi pertanyaan kuesioner secara langsung kepada apoteker. Penelitian ini dilakukan pada bulan 
Februari-Mei 2019 di Kota Denpasar. Metode pengambilan sampel menggunakan purposive sampling. 
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Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 71. Kriteria inklusi penelitian adalah apoteker yang 
sudah bekerja selama 1 tahun dan memiliki ijin praktek apotek di Kota Denpasar. Kriteria eksklusi 
penelitian ini adalah apoteker yang bekerja di rumah sakit. 
          Kuesioner GPP dibuat berdasarkan teori dan focus grup design (FGD) dengan apoteker di Kota 
Denpasar. Uji realibilitas-validitas menggunakan 30 sampel. Hasil tes dikatakan realibilitas-validitas 
apabila nilai R>0.361 dan Cronbach’s Alpha>0.60. Hasil uji validitas-realibilitas kuesioner GPP 
didapatkan nilai R terkecil adalah 0.45 dan nilai Cronbach’s Alpha 0.897. Analisis data berdasarkan 
karakteristik sampel, kehadiran apoteker, rekapitulasi nilai kuesioner GPP dan uji binary logistic dengan 
menggunakan software SPSS 16. 
HASIL 
Hasil tabel 1 tentang karakteristik sampel dan kehadiran apoteker, menunjukkan jumlah jenis 
kelamin perempuan (64.8) lebih banyak dibandingkan dengan laki-laki (35.2%). status pernikahan tidak 
menikah lebih sedikit (40.8) dibandingkan dengan yang menikah (59.2). Kehadiran apoteker di apotek 
(jam/minggu) paling banyak 30-39 (47.9%) dibandingkan dengan ≥40 (29.6%), 21-30 (16.9%), dan ≤ 
20 (5.6%). Memiliki pekerjaan selain apoteker menjawab ya (32.4)% lebih sedikit dibandingkan dengan 
yang menjawab tidak (67.6%). Umur (tahun) paling sedikit adalah >40 (2.8%), 36-40 (4.3%), 31-35 
(7%), 26-30 (35.2%), dan 21-25 (52.7%). 
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Hasil tabel 2 rekapitulasi kuesioner implementasi GPP di apotek, apoteker memilih sangat setuju 
yang paling banyak adalah pernyataan pengadaan obat harus melalui jalur resmi (50.7%). Apoteker 
memilih setuju yang paling banyak adalah pernyataan apoteker berinteraksi dengan pasien tanpa melihat 
latar belakang sosial (69%). Pernyataan cukup setuju yang paling banyak adalah apoteker wajib 
mencatat atau melaporkan keluhan efek samping obat pasien (39.4%). Pernyataan tidak setuju yang 
paling banyak adalah apoteker wajib membuat catatan medis pasien (21.1%). 
 











1 Apoteker berinteraksi dengan pasien tanpa 
melihat latar belakang sosial 
0(0) 5(7) 49(69) 17(24) 
2 Apoteker memberikan alternative sesuai 
dengan kemampuan membayar pasien 
1(1.4) 7(9.9) 44(62) 19(26.8) 
3 Bila obat tidak tersedia, apoteker mencari 
ditempat lain tanpa biaya tambahan 
2(2.8) 17(23.9) 35(49.3) 17(23.9) 
4 Apoteker menjalin hubungan yang baik dengan 
dokter 
2(2.8) 14(19.7) 37(52.1) 18(25.4) 
5 Apoteker melakukan konsultasi dan kerjasama 
dengan apoteker/apotek lain 
2(2.8) 15(21.1) 33(46.5) 21(29.6) 
6 Pengelolaan sediaan farmasi melalui 
perencanaan yang baik 
0(0) 9(12.7) 37(52.1) 25(35.2) 
7 Pengadaan obat melalui jalur resmi 0(0) 5(7) 30(42.3) 36(50.7) 
8 Penyediaan sediaan farmasi harus didukung 
dengan fasilitas yang memadai 
1(1.4) 10(14.1) 42(59.2) 18(25.4) 
9 Membuat penandaan obat yang akan dan sudah 
expired date (ED) 
10(14.1) 8(11.3) 31(43.7) 22(31) 
10 
 
Apotek wajib terdapat leaflet/brosur informasi 
kesehatan 
8(11.3) 10(14.1) 39(54.9) 14(19.7) 
11 
Apoteker wajib memberi penjelasan obat 
kepada masyarakat dan tenaga kesehatan 
lainya. 
1(1.4) 11(15.5) 39(54.9) 20(28.2) 
12 
Penyerahan obat keras wajib menggunakan 
resep dan obat OWA tanpa resep harus dilayani 
apoteker 
7(5.6) 25(35.2) 26(36.6) 16(22.5) 
13 Apoteker wajib membuat catatan medis pasien 15(21.1) 23(32.4) 23(32.4) 10(14.1) 
14 Apoteker wajib memberikan saran dalam 
pengobatan sendiri oleh pasien 
0(0) 12(16.9) 46(64.8) 13(18.3) 
15 Apoteker melakukan komunikasi dengan 
dokter mengenai kemajuan kesehatan pasien 
5(7) 27(38) 29(40.8) 10(14.1) 
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Hasil tabel 3 uji binary logistic menunjukkan karakteristik sampel tidak mempengaruhi 
implementasi GPP di apotek (P>0.05). Kehadiran apoteker memberikan hubungan yang signifikan 
terhadap implementasi GPP di apotek (P<0.05). 
 





Hasil penelitian membuktikan kehadiran apoteker di apotek dapat memberikan hubungan yang 
signifikan terhadap implementasi GPP di apotek. Keunggulan penelitian ini memberikan penjelasan 
secara pasti kehadiran apoteker melalui perhitungan jumlah waktu jam/seminggu. Hal ini ditunjukkan 
dari hasil penelitian menyatakan kehadiran apoteker dapat memberikan jaminan keamanan terutama 
dalam sistem pengadaan obat melalui jalur resmi. Pelaksanaan GPP di apotek terutama dalam pelayanan 
menjadi lebih baik, karena apoteker berinteraksi dengan pasien tanpa melihat latar belakang sosial. Hal 
yang perlu diperhatikan adalah kewajiban apoteker untuk mencatat atau melaporkan keluhan efek 
samping obat pasien dan membuat catatan medis pasien yang masih belum terlaksana dengan baik. Hasil 
penelitian ini mirip dengan penelitian pelayanan kefarmasian sangat dipengaruhi oleh jumlah kehadiran 
apoteker/perbulan, tetapi masih belum menjelaskan secara pasti kunjungan apoteker berdasarkan 
perhitungan jam/minggu.10,11 Hasil ini juga sejalan dengan penelitian yang menunjukkan kehadiran 
apoteker dengan jadwal praktik yang teratur dapat membantu terlaksananya standar pelayanan 
kefarmasian yang berkualitas.12  Penelitian ini membuktikan bahwa semakin lama kehadiran apoteker 
berdasarkan waktu jam/minggu akan dapat memberikan pelaksanaan GPP yang lebih baik, sehingga 
dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan praktek kefarmasian. 
16 Apoteker wajib melaporkan kesalahan 
pengobatan 
14(19.7) 19(26.7) 25(35.2) 13(18.3) 
17 Apoteker wajib mencatat-melaporkan keluhan 
efek samping obat pasien  
10(14.1) 28(39.4) 23(32.4) 10(14.1) 
18 Apoteker melakukan rujukan pasien ke dokter 
apabila memerlukan penanganan khusus 
3(4.2) 11(15.5) 38(53.5) 19(26.8) 
Karakteristik sampel dan Kehadiran apoteker   
OR 






Jenis kelamin  0.79 0.27 2.28 0.67 
Status pernikahan  1.31 
1.90 
1.12 
0.47 3.61 0.60 
Pekerjaan selain apoteker  0.62 5.75 0.25 
Umur  0.39 3.14 0.83 
Kehadiran apoteker  1.57 0.28 0.97 0.04 
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Data penelitian menunjukkan sistem pengadaan obat melalui jalur resmi dan interaksi dengan 
pasien tanpa melihat status sosial merupakan pelaksanaan GPP yang paling baik. Kehadiran apoteker 
dapat membantu mengawasi sediaan obat dan melayani pasien sesuai dengan standar kefarmasian. Hasil 
penelitian lain menyebutkan peran apoteker sangat penting dalam pengendalian sediaan farmasi 
terutama biaya, ketersediaan, dan pengawasan keamanan obat.13 Hasil ini sejalan dengan penelitian 
peran apoteker dalam layanan kesehatan sangat penting untuk memastikan kualitas dan mengoptimalkan 
kebutuhan terkait obat.14 Penelitian lain juga membuktikan pasien akan merasa puas ketika apoteker 
secara langsung memberikan pelayanan  dan dapat memberikan pilihan sesuai dengan keinginan.15,16 
Hal ini juga didukung oleh penelitian yang menyebutkan keamanan obat dan layanan informasi yang 
dirasakan pasien adalah penentu kenyamanan dan kepuasan.17 Hal ini membuktikan kehadiran apoteker 
di apotek dapat menjamin terlaksananya pelayanan GPP yang sesuai dengan standar praktek 
kefarmasian.  
Kehadiran apoteker menjamin pelaksanaan pelayanan kefarmasian dalam hal manajerial dan 
pelayanan klinik, tetapi dalam hal pelaksanaan administrasi memerlukan jumlah tenaga farmasi yang 
menyesuaikan dengan kondisi di apotek. Pelaksanaan GPP di apotek yang masih kurang baik seperti 
pelaporan efek samping obat dan pencatatan medis pasien. Hasil penelitian lain juga menunjukkan 
monitoring efek samping tidak dilakukan sebesar 89,9%.18 Hasil berbeda diperoleh penelitian yang 
menunjukkan apoteker sebagian besar berfokus pada efek samping obat.19 Penelitian lain juga 
menyebutkan apotek bukan dipandang sebagai tempat pelayanan kesehatan, tetapi lebih berorentasi 
kepada bisnis.20 Hasil ini juga didukung oleh penelitian yang menyatakan 87% kepemilikan di apotek 
dimiliki oleh non-apoteker.21  Hasil penelitian berbeda menyatakan apoteker juga perlu meningkatkan 
kualitas praktik mereka sesuai dengan kompetensinya terutama dalam mencatat riwayat medis pasien.22 
Hasil penelitian juga menunjukkan kepemilikan apotek oleh apoteker dapat meningkatkan kemandirian 
profesional lebih berorientasi pada perawatan kesehatan termasuk dalam hal pencatatan medis dan efek 
samping obat pasien.23 
 
KESIMPULAN DAN SARAN  
Kehadiran apoteker mempengaruhi implementasi GPP di apotek terutama dalam hal sistem 
pengadaan obat melalui jalur resmi dan interaksi dengan pasien tanpa melihat status sosial. Perlu 
perhatian khusus untuk meningkatkan pelaporan efek samping obat dan pencatatan medis pasien melalui 
jadwal praktik yang sesuai dengan standar pelayanan kefarmasian. 
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